
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
T-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukkan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008. 

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 
Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu 
menyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008; 
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4138); 

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

.. 
r 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

: 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

J 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

' 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

: 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Sadan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dan berakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139); 

' f 
' 



Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 51.150.558.424,00 
b. Pendapatan Transfer Rp. 525.622.248.269,00 
c. Lain - Lain Pendapatan yang sah .:....R=P..:....· __ __;2=·=5-=-0=0.=0-=-0-=-0=.0-=-0-=-0.i....::,O=O 

Jumlah Pendapatan Rp. 579.272.806.693,00 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 

MEMUTUSKAN : 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 91); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2008 Nomor 15); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2008 Nomor 1 ); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 
Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 61); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan 
dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Menetapkan 



. ::, 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

Pasal3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal2 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1 ). Belanja Pegawai Rp. 287.255.775.874,00 
' ) 2). Belanja Bunga Rp. 481.837.499,00 

3). Belanja Subsidi Rp. 0,00 

4). Belanja Hibah Rp. 2.540.675.300,00 

5). Belanja Bantuan Sosial Rp. 40.525.983.930,00 

6). Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00 

7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 22.508.481.500J.OO 

8). Belanja Tak Terduga RQ. 3.834.431.900,00 

Jumlah Rp. 357.147.186.003,00 

b. Belanja Langsung 

1 ). Belanja Pegawai Rp. 36.649.532.226,00 

2). Belanja Barang dan jasa Rp. 75.473.368.086,00 

3). Belanja Modal RQ. 123.254.536. 770,00 

Jumlah Rp. 235.377.437.082,00 

Jumlah Belanja Rp. 592.524.623.085,00 

Surplus(Defisit) Rp. (13.251.816.392,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp. 41.433.676.441,00 

b. Pengeluaran RQ. 2.762.306.842,00 

Jumlah Pebiayaan Netto Rp . 38.671.369.599,00 
. ~ 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan Rp. 25.419.553.207,00 
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Diundangkan di Rembang 
pada tanggal I I N,0pern--/:>Qr ol.ocy 

SEKRETARIS DAERAH 
KASUPATEN REMSANG 

H. MOCH. SALIM 

Ditetapkan di Rembang L 
pada tanggal // NO~~I>& :loqj 

SUPATI REMSANG <c}~· ~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Rembang 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal4 
1 


